
I.a
/

a

REVIU 2O2O

PENGADIIAN NEGERI BA]{GII
KELAS I B

JL Dr. Soetomo llo 25 Bangll
webrlte : pntangll.gcld / Telp: 0343 74{012

REilCAt{A $TRATE0|$ tfrEt{$TnA} 
20{ 5,20,l $

i

.J

-4

fl

'j
I

!rl.,,
t-

I



PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SW'T, yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis

(Renstra) Pengadilan Negeri Bangil 2015-2019.

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus

merupakan ujung tombak Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tingkat pertama.

Penlusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang- Undang

No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang

tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan ke{a wajib menyiapkan

rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan

yang dilakukan Pengadilan Negeri Bangil agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur

dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak te(utup kemungkinan adanya perubahan

atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan

dan kebijakan yang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Negeri Bangil tahun 2015-2019

perlu direviu untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan regulasi Mahkamah Agung serta

untuk menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019 Pemerintah Republik Indonesia.

Penyusunan Reviu Kedua Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2015-

2019 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Negeri Bangil dan sudah

diupayakan secara optimal. Namun kami menyadan apabila masih ada kekurangan, maka tidak

menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan

isu-isu strategi yang berkembang seta prioritas dan kebijakan Pimpinan.

Semoga Reviu Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung

tercapainya Visi Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang

Agung".

l, 17 Februari 2020
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l.l Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Bangil merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di

lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang

Kekuasaan Kehakiman dan Undang -undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang bertugas

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,

dengan tugas pokok :

1. Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan

kepadanya, baik perkara-perkaxa pidana dan perdata di tingkat pertama

2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya

3. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Bangil termasuk dalam wiiayah hukum Pengadilan Tinggi .Iawa Timur

dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten Pasuruan dengan luas wilayah +1.474 Km2, yang

terbagi dalam 24 kecamatan dengan jumlah Desa sebanyak 341 dan jumlah Kelurahan

sebanyak 24.

Pengadilan Negeri Bangil dalam menjalal*an tugas dan firngsinya tersebut adalah

untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangil dapat dilihat pada Lampiran. Adapun

jumlah pegawai dan junlah tenaga honorer Penpdilan Negeri Bangil bedumlah 57 orang

(data per-desember 20 l9) dapat dilihat pada matrik berikut :

I Ketua 1 Aktif

2 AkrifWakil Ketua 1

J ALlifHakim

Aktif4 Panitera

Aktif5 Sekretaris

BAB I
IPEN

No I Tenage Teknis/.Ilon Teknis Jumlah Personil Keterangan
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1. Merupakan Vrovost (kawal depan) dalam penegakan hukum diwilayah Propinsi Jawa

Timur.

2. Adanya Undang-Undang/Keputusan Presiden yang mengatur kewenangan Pengadilan

Negeri Bangil selaku pemegang kekuasaan kehakiman.

3. Adanya Peraturarl/Surat Keputusan/Surat Edaran Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal

Badilum tentang kewenangan dan tata cara pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

B. Kelemahan (Weakness)

l. PenyelesaianPerkara

Penyelesaian Perkara Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di

Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pemah berhenti untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)

Lingkungan Peradilan, yatrg mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5

(lima) bulan. Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar penyelesaiaa perkara

di Pengadilan Negeri Bangil adalah maksimal 5 bulan. Dalam pelaksanaarmya pada tahun 201 8

kecepatan penyelesaian perkara merrcapai taryet tang ditentukan, namun pelaksanaan tersebut

belum sepenuhnya be{alan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih

dari 5 (lima) bulan.

2. Manajemen Penanga an Perkara

Manajemen peftmganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan

eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa prosesnya berlangsung

cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.

Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faklor substansi aturan, sumber daya

manusia, sarana dan pmsarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk

meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adaiah memanfaatkan teknologi informasi,

dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung- Sistem

Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan purusan. Sistem

Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem

informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional

Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan
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efeLlifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan

teknologi infbrmasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karena

masih banyaknya keluhan publik tentang ak-urasi informasi pada SIPP dan belum ada

kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan

etos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini.

3. Sumber Daya Manusia

4. Fungi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan

kepercayaan publik kepada pengadilan. Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani

pengaduan Pengadilan Negeri Bangil mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung

dan Komisi Yudisial Nomor 02lPB/tuINIX/20i202lPBIP.KYl09l2OA bntang Panduan

Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA Rl Nomor

076|KMAISK/VU2009 tentang petunjuk pelaksanafl:r penanganan pengaduan di lingkungan

lembaga Peradilan.

Penyel esaian Per*ara Masih ada perkara yang

penyelesaianr:ya lebih dari 5

bulan

l. Surat Edaran Mahkamal Agung No 2

Tahun 2014 Tentang Penyelesaian

Perkara di Pengadilan 'I ingkat Pertama

dan Tingkat Bandirg pada 4 (Empat)

Lingkungan Peradrlan

2. Standar OperasionalPenyelesaian

4

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakal pencari keadilan tidak akan

terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun

non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan

maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur

pengadilan baik bagr hakim, panitera maupun juru sila Bagi tenaga non teknis dilakukan

pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest

untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia

seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola

karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban ke{a belum merata yaitu ada beberapa

posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban ke{anya

cenderung rendah.

PERMASALAHAN POTENSI



Perkara Pengadilan Negeri Bangil

Manajanen

perkara

Masih banyaknya keluhan publik

tentang akurasi inforrnasi pada

Sistan lnformasi Perkara

1. Pendisiplinan dalam hal pengisian SIPP

2. Perkernbangan teknologi informasi yang

dinamis.

3. Dalam Cetak Biru 2010-2035 bahwa

teknologi informasi sebagai salah satu

prioritas perubahan.

4. Regulasi Mahlamah Agung yang

mendulung pelaksanaan SIPP

Masih lemahnya pernahaman

terhadap kebijakan teknis

dan non teknis peradilan

Pola karir yang belum sesuai

dengan kompetensi.

Beban kerja belum merata

yaitu ada beberapa posisi

yang beban kerjan-va sangat

tinggi tetapi beberapa posisi

lainnya beban ke{anya

cenderung rendah.

a. Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non

teknisdi Pengadilan

b. Fit and proper test dalam rangka

promosi jabatan

Fungsi Pengawasan a Keterbatasan kualitas dan

kuantitas sumber duyu

manusia pengawasan

Masih banyak masyarakat

yang belum memahami

mekanisme pengaduan

l. Peraturan Bersama Mahkamah ngun*

dan Komisi Yudisial Nomor

02 tp BIMA/IXI 20 1202 tpB/p.Ky I 09 /20

12 Tentang Panduan Penegakan Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

2. Keputusan KMA RI Nomor

076/KMA/SK/VV2009 tentang

petunjuk pelaksanaan peranganan

Pengaduan di lingkungan lonbaga

Peradilan.

Sumber Daya Manusia

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Bangil yang untuk

melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

5
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L Aspek Proses Peradilan

z Adanya Website Pengadilan Negeri Bangii -vang memberikan inlormasi kepada

masyarakat tentang alur proses berperkara,,proses persidangan

r Adanya lnovasi Cak Bangil, merupakan layanan pesan melalui WhatsApp yang

siap 24 jam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi. Mulai dari layanan

PTSP android, direktori putusan, jadwal sidang, informasi perkara, biaya perkara,

pengaduan, eraterang (Elektronik Surat Keterangan), pelayanan pendaftaran perkara

perdata, tata cara pengajuan permohonan, gugatan sederhana, persyaratan bukti

surat, jenis permohonan yang dapat diajukan, akta dibawah tangan, permohonan

yang dilarang dll.

i Adanya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Bangil

yang memberikan inlbmasi kepada masyarakat mengetahui perkembangan

perkara./proses persidangan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

i Adanya tunjangan kinerja/reurunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinera

i Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan

Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI serta instansi terkait untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan

z Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di u'ilayah hukum Pengadilan

Tinggi Jawa Timur

D. Tantangan yang dihadapi ( Threats)

Berikut adalah tantangan di Pengadilan Negeri Bangil yang akan dihadapi dan harus

dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan

l. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir

yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi
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yang beban ke{anya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung

rendah.

2. Aspek Tertib Administrasi dan Manajeman Peradilan

Adanya kurang pemahaman tentang teknologi informasi menghambat tertibnla

pelaporaa dan pemberian informasi perkara kepada masyarakat.

,7



2.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2015-2019 merupakan komitmen

bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram

secara sistematis melalui penataan, penertibai! perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap

sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efeltivitas dan efisiensi.

Selanjutnya Dalam rangka memberikan arah dan sasarzrn yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinefa dalam pelaksanaar kinerja Pengadilan Negeri Bangil, yang

diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah

ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamarh Agung RI 2010-2035 dan diselaraskan dengan arah

kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tabur, 2005-2025 dan Rencana Pembangunan

.Iangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 sebSagai dasar acuan penyusunan

kebijakan, progam dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada

2015-2019.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Bangil adalah:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung"

Dalam rangka mencapai visi, Pengadilan Negeri Bangil menetapkan misi yang

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bangil

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangi.l

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Bangil seperti yang telah

dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang

lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan shategis organisasi.

3
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Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pemyataan mrsl yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah

Agung berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi

dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan

tujuan strategis ini juga akan memwrgkinkan Pengadilan Negeri Bangil untuk mengukur sejauh

mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan

misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

l. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

2. Peningkatan efehifitas pengelolan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpingglrkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor .

W14.U21/301/OT.01.21112020 tentang Penetapan Reviu Indikator Kine{a Utama Pengadilan

Negeri Bangil ,maka Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil disinkronisasikan dengan

Reviu Indikator Kine{a Utama Pengadilan Negeri Bangil dibawah ini :
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REV|U |ND|KATOR KTNERJA UTAMA (tKU)
PENGADILAN NEGERI BANGIL

l0

NO KINERJA UTAMA

TerwuJudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN

a. Persentase sisa
diselesaikan Jumlrh 6l9a pe*ara yang dbclea.lken

ffi

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DA?A

Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan
Penurunan Sisa

Perkara

Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan
dan

Laporan Tahunan

1 perkara yang

catatar
Ititorh d6 perkcra m.nge<r) pede SK KMA No.
214lkMA,lSKrXll/201,l t ng€al 31 D€olrrb€r 201,1 tentilg
J.ngk Waktr P6mn0ao.n P€rkera di Mehkamah Agong
Sur.t Edren Ks'tua Mahkdytah A€ung Rcpublik indon66ie
No.ntr 2 Tehun 2Ol4 tatgCol t3 Marot 2014 Tontano
PenyoLoahn P€rtdra di Pengadilan Tingkat Pcrtame d.n
Tinoka Banding peda 4 (ernpet) Lhgkungan Porodilgn
Si6a p€akra tahln Gebolurnnye

x 100%
Panitera

Panitera

Panitera

b. PeGentasePerkara yang
diselesaikan teDal waktu

Persentase perkara yang Tidal
Mengaiukan Upaya Hukqm :

Banding
Kasasi

Jumlrh perkare yang dl.el.raltah tapat waltu

Iaalcarllan

. Jumlah p..|so yang harlr6 disolG.ikan i jur{ah p€rk re
tehun bsialan ditambqh ei5a pcrkara tahun s.b.lumnya

. P.fiyel6aian p€rkarr t6p.t w.k& = p.rkara yang dis€lGaiken
dalem t lun b6ielan

-- x 100

x 100

Jutnl.h p.rtr. y.lt td.l n|.ne.lulrtl up.yr hu*l|rl

----lffiE6T;Gffin-ffin-

Catatani
B€r&arrkan kltab Undeng-UMang Hukum Ac.r. PidBna Pssal 1

angka 1 2, upay. hukum .d.lah hak hrdettyl etsu Penhtrt
Umum untuk tiir.k m€n6riml putj3 n p6n0adilah yeng borupa
porlewanan atau Banding
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Mengetahui, Bangil, l7 Februari 2020
Panitera

MUSTHOI-A CAMAL. SH.MH
NIP. 19610421 198103 I 002

Negeri Bangil

t,
5 199403 1003

L4

Moningkatnya Kepatuhan Te.hadap
Putusao Pengadilan

P€Isentage Pdusan Perkara Perdah
yang Ditindaklanitfi (deksekusi) Jsmlah putulan polkara psrdata 3udah BHT

yang tidat rneng{olan Peflrohonan
Eksekusi x 100./.

Jumlah putusan pertara Perdata yang
sldah BHT

Catatan :

. gHT : Berkekuatan tlukum Tetap

. Putusan yang ditindaklaniuti = perlara permohonan
eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudal'
inkrah dan tidak diaiukan permohonan eksekusi

Dirjen Badilum Laporan Bulanao
dan

Laporan Tahunan
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3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Bangil

Sesuai dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI 2015-2019 seperti tertuang di

atas, sekaligus dalam rangka mewujudkan visi "Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang

Agung", maka Pengadilaa Negeri Bangil menetapkan tujuh sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan Masyarkat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

5. Meningkatnya Kinerja Aparatur Pengadilan

6. Meningkatnya layanan Pengadilan, dan

7. MeningkatnyaPengawasan

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan progmm prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun

20151019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian /

lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen

guna pencapaian sasarrm kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan

pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan meagatur perilaku

masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujtran bemegzra.

Pengadilan Negeri Bangil sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mal&amah

Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-

2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat

Pengadilan Negeri Bangil tentunya harus mengacu pada arah kebijakar dan strategi

Mahkamah Agung. Berikut Matriks Kerangka Regulasi).
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I Terwujudnyo proses

perodllqn yong po3ll,

kon3poron don okunlobel

MATRIKS KERANGKA REGUTASI

P Penyelesoion Perkoro

P Penyelesoion Perkoro

2 Penlngkolon efeklllilos

eloloon

penyelesolon perkoro

Penyelesoion seluruh perkoro
otou siso perkoro sebonyok nol
perkoro podo okhir 10hun.
Penyelesoion perkoro lepot
woklu

P Penyelesoion Perkoro [r4ojelis Hokim don Ponitero

Meningkotkon kuolitos putuson

hokim.
Mengikutserfokon hokim podo
diklqt yqng 'teknis yong
diloksonokqn oleh Mohkomoh

Melokukon penyederhonoon

SOP mengenoi pengeloloon
penyelesoion perkoro.

SOP Penyelesoion Perkoro Mqjelis Hokim dqn ponitero

3 16enlngkolnyo

Mosyorokol

lerplnggkkon

Akses Perodllon

miskln don
Penqmbohon volume perkoro

prodeo
Ponitero(n

4 Menlngkotnyo Kepofuhon

Ierhodop Pufuson Pengodllon

Melokukon penyederhonoon

SOP mengenoi pengeloloon
penyelesoion perkoro. r

nitero

l6

No Sqsoron Sholeqis Aroh Kebiiokon 2015-201 9 Kebuluhon Regulosi Penonggung lowob



3.1 KerangkaKelembagaan

Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat.

Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bangil dilaksanakan oleh Pimpinan dibantu dengan

Kepaniteraan dan Keseketariatan.

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bangil

sebagai Pengadilan Negeri Kelas I diatur lebih lanjut dengan Peraturaa Mahkamah Agung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Bangil :
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Bagian Ketujuh

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II

Paragraf i
Kedudukan. Tugas. dan Fungsr

Pasal 57

l. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usaha negara yang

dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan talggrmg jawab Ketua

Pengadilan Negeri Kelas I B.

2. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang teknis dan administrasi p€rkara serta menyelesaikaa surat-surat yarg
berkaitan dengan perkara.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam

pemberian dukungan di bidang teknis;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;

c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;

d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e. pelaksananaan pengelolaan adminishasi perkara, penyajian data perkara, dan

transparansi perkara;

f. pelaksanaan admrnistrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis

dan keuangan perkara y-ang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

g. pelaksanaan mediasi;

h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaary dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Ke{a Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, berikut rincian kedudukan, tugas, dan

fungsi Kepaniteraan dan Keseketariatan Pengadilan Negen
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Pasal 6 l

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang
perdata.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda
Perdata menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata,

b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan,

c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunj ukkan Majelis Hakim dari Ketua

Pengadilan;

d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak

hadir;

f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan

peninjauan kembali kepada para pihak;

g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan peninjauan kembali

h. pelaksanaan pengawasan terhadap pernberitahuan isi putusan upaya hukum kepada

para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung;

i. pelaksanaan penerimaan konsrnyasi:
j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum

tetap;

l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada

Panitera Muda Hukum,

m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang
pidana.

Pasal 64

l9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda
Pidana menyelenggarakan fungsi.
a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;

b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;



c. pelaksanaan penerimaan perrnohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada

termohon:

d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua

Majelis Hakirn berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis tlakim dari Ketua

Pengadilan;

e. pelaksanaan penghrtungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan,

perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari

penyidik;

g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang

tidak hadir;

i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan

peninjauan kembali kepa& para pihak;
j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan peninjauan kembali;
k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum

kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada

Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa;

m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum rnempunyai kekuatan hukurn

tetap;

o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yaag sudah berkekuatan hukum letap kepada

Panitera Muda Hukum;
p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

20



Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan

dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda
Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;

c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

d. pelaksanaan penataan, penyimp63l dan pemeliharaan arsip perkara;

e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,

f, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang

berkaitan dengan transpararsi perkara.

g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyaralat, hubungan masyarakat dan;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Bagian Keenam

Kesekretarian Pengadilan Negeri Kelas I B

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal279

1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B adalah aparatur tata usala negara yang

dalam menjalankan tugas dan fi.rngsinya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.

2) Keseketariatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh seorang Seketaris.

Pasal 280

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Kesekretariatan
Pengadilan Negeri Kelas I B menyelenggarakan fungsi:

2t

Pasal 68



a. penyiapan bahan pelaksanaan umsan perencanaan program dan anggaran;

b. pelaksanaan urusan kepegawaian:

c. pelaksanaan urusan keuangan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f pelaksanaaa urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, r{an perpustakaan; dan

g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauaq evaluasi dan dokumentasi serta

pelaporao di lingkungan Keseketariatan Pengadilan Negeri Kelas I B.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal282

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I B, terdiri atas:

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana;dan

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksaaakan penyiapan bahan pelaksanaan perenca&ran, progmm, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi
dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 284

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi
dan tata laksana.

Pasal 285

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta Pengelolaan Keuangan.
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Untuk mewujudkan visi, misi, tuj uan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Bangil

menetapkan target kine{a selama lima tahun (tahun 2015 sampai dengan 2019) sebagai

berikut:

Persentase sisa perkara yang

diselesaikan lC0% 100% 101vo 10096 L00%

Persentase Perkara yang

diselesaikan tepat waktu

90./" 9A% 10tr/o 95% 104%

Persentase perkara yang
yang tidak mengaiukan
upaya hukum:

1. Banding 90% 90% 90% 90 lo 90%

2. Kasasi go% gAa/. g,n/. 90% 90%

3, PK 90% 9Ao/. 9A% 90% 9A%

Persentase Perkara
Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi

20% 20 0,4 20% 75% 75 0/.

Persentase putu!an yang

Dipublikasikan ke Dalam

Website 100% 1.OOo,/a TCCf/" 700%

1 Terwujudnta Proses peradilan
yang pasti,transpran dan
Akuntabel

lndex responden pencari

keadilan yang puas

terhadap layanan

peradilan

aool 80% 80% aao/6 qcf/"

20rs li2016 ll zou ll zore

5asaran

lndikator Kinerja

Target

2019

BAB IV RAT{CAHGAN RENCANA STRATEGIS DAN KERANGKA
PENDANAAT{
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2 Peningkatan efektifttas
pengelolaan penyelesaian

Perkara

MenirEkatnya Akses
peradilan masyarakat miskin
dan terpinggirkan

Persenlase Penyelesaian

Minutasi Perkara tahun
Berjalan tooo/. 100% 100'/o 9096 9A%

Presentase salinan Putusan
yang Dikirim ke Pengadilan
pengaju/Para Pihak

).oo% 100% 10u% 70U/. i00vo

Presentase perkara yang

Disele5aikan melalui Mediasi 20% 20b/" 20./. 2A% 2A%

Persentase Perkara Prodeo
yang diselesaikan 100% to9 yo too % 100 % 100 %

Per5entase P€rkara yanB

diselesaikan diluar Gedun8

Pengadilan
100% 70u/. 100% 100% 100%

Persentase perkara

Permohonan (Voluntair)
ldentitas Hukum

80% 80% 80% 80 9/o

Persentase Pencari
(eadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

100% 100% 100% 70tr/a 1004/.

4 MenirEkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan

Pengadilan

Persentase Putusan
Perkara Perdata yang

ditindaklanjuti
(dieksekusi)

80% 80% 8trh 8V,4 80%

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Bangil memperoleh

alokasi anggaran dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

24
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Rencana strategis Pengadilan Negeri Bangil tahun 2015-2019 diarahkan untuk

merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingk-ungan

strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat ekstemal. Renstra ini merupakan

upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan,

progam yang ditetapakan, dan strategis yaag akar dijalankan selama kurun waktu lima

tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Bangil harus terus disempumakan dari waktu

kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam

melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit ke{a dilingkungan Pengadilan Negen

Bangil memiiiki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan

sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan

Negeri Bangil dapat terwujud dengan baik.

25
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LAMPIRAN
o Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangil Kelas lB

. Matriks Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015-2019

o SK Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2015-

2019 Pengadilan Negeri Bangil Kelas lB
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL
NOMOR i W 1 4.U2ll 179 I OT.O1.2t 1 t2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT),
PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU),

LAPORAN TAHUNAN (LAPTAH) DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERTNTAH (LKjtP) TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

1. Bahwa untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen
atas program/kegiatan dalam pencapaian visi, misi dan
tujuan organisasi selama tahun 2015-2019, dipandang
perlu membuat lmplementasi Rencana Strategis (Renstra)
berupa Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan
(RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (RKT), lndikator
Kinerja Utama (lKU), Laporan Tahunan (LAPTAH) Dan
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2019
serta melaksanakan surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik lndonesia No : 1604/SEI(OT.O1.211'll2O19
tanggal 15 Nopember 2019 tentang penyampaian
Dokumen SAKIP;

2. Bahwa untuk mengefektiff<an dan mengoptimalkan proses
penyusunan dokumen tersebut perlu dibentuk Tim
Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor: 3 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 't4 tahun 1985
tentang Mahkamah Agung.

2. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor:8 tahun 2006 tentang
pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang
kedudukan fungsi struktur organisasi dan tata kerja.

6. Peraturaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun
2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi BirokrasiNomor : 20 tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

Menimbang



Memperhatika

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

8. Peraturan PresidenNomor : 29 tahun 2014 tentang System
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah.

9. PermenpanNomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu
atas laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.

10. Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan
Negeri Bangil.
Surat Sekretaaris Mahkamah Agung Nomor :

1604/SEI(OT.01.211112019 tanggal 15 November 2019
tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA
KERJA TAHUNAN (RKD, PENETAPAN KINERJA
TAHUNAN (PKT), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU),
LAPORAN TAHUNAN (t-ApTAH), DAN LAPORAN
KINERJA INSTANST PEMERTNTAH (LKjtP) TAHUN 2019

Menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam daftar
lampiran Surat Keputusan ini untuk bertugas sebagai Tim
Penyusun lmplementasi Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), lndikator Kinerja Utama
(lKU), Laporan Tahunan (LAPTAH), dan Laporan Kinerja
lnstansi pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Bangil
tahun 2019.
Memerintahkan agar yang nama-namanya ditunjuk
tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan
baik dan penuh tanggung jawab, serta melaporkan
hasilnya kepada Ketua dalam waktu '1 (satu) bulan;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil
Pada :13 Januari 2020

NEGERIBANGIL
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NO NAMA JABATAN KETERANGAN
1 KETUA PENGADILAN

NEGERI BANGIL
PEMBINA

DELTA TAMTAMA, SH.,MH WAKIL KETUA
PENGADILAN NEGERI
BANGIL

KOORDINATOR

J SUYOTO, SH. SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI
BANGIL

PENANGGUNG
JAWAB

4 AFIF JANUARSYAH
SALEH, SH.,MH

HAKIM PENGADILAN
NEGERI BANGIL

NARA SUMBER

5 OCTIAWAN BASRI,
SH.,MH

HAKIM PENGADILAN
NEGERI BANGIL

NARA SUMBER

6 MUSTHOFA
CAMAL,SH.,MM

PANITERA PENGADILAN
NEGERIBANGIL

NARA SUMBER

7 AGUS HIDAYAT
WAHYUDI, SH

PANMUD PIDANA
PENGADILAN NEGERI
BANGIL

NARA SUMBER

o DIYANTO WARDOYO, SH PANMUD PERDATA
PENGADILAN NEGERI
BANGIL

NARA SUMBER

I IDA SULISTYAWATI,SH. PANMUD HUKUM
PENGADILAN NEGERI
BANGIL

NARA SUMBER

ROHMANA HANIK,SH. KASUBBAG
KEPEGAWAIAN&ORTALA
PENGADILAN NEGERI
BANGIL

NARA SUMBER

11 BUDIWALUYO, SH. KASUBBAG UMUM &
KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI
BANGIL

NARA SUMBER

AGUS RIYANTO, SH KASUBBAG
PERENCANAAN, TI &
PELAPORAN
PENGADILAN NEGERI
BANGIL

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B
. w1 4.U21 I 179 rcr.O1.2t1 12020
: 13 Januari 2020

Di
Pada

: Bangil
: 13 Januari 2020

N NEGERIBANGILl\
KETUA

R H.MH. I,
00715'1994031 003

AFS DEWANTORO,
SH.MH.
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10
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12 NARA SUMBER


